LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN SWAKELOLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 91 ayat
(1) huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut
mengenai pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui
Swakelola di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk mewujudkan kesamaaan pemahaman bagi
PA/KPA, PPK dan Penyelenggara Swakelola di
Lingkungan K/L/PD dalam Pengadaan Barang/Jasa
melalui Swakelola perlu dibuat pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa

Pemerintah tentang Pedoman Swakelola;



Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 33);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN
SWAKELOLA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan
serah terima hasil pekerjaan.

2. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang
selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh
barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/
Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau

kelompok masyarakat.
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10.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat
Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA wuntuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Perangkat Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional /personel yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang
menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk
oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
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11. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan
dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

12. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding
adalah kesepakatan antara PA/KPA penanggung jawab
anggaran dan pimpinan Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah lain, pimpinan Ormas, atau
penanggung jawab Kelompok Masyarakat secara tertulis
sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.

13. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang
selanjutnya disebut Kontrak Swakelola adalah perjanjian
tertulis antara PA/KPA/PPK dengan ketua tim pelaksana
Swakelola  Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
lainnya, pimpinan Ormas pelaksana Swakelola, atau

pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 2
Ruang lingkup Pedoman Swakelola meliputi:
a. perencanaan swakelola;
b. persiapan swakelola;
c. pelaksanaan swakelola;
d. pengawasan swakelola; dan

e. serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 3

Tipe Swakelola terdiri atas:

a. tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan,
dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran,;

b. tipe Il yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi
oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah
penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana

Swakelola;
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c. tipe Il yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi
oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah
penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh
Ormas pelaksana Swakelola; dan

d. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung
jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok
Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh

Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 4

(1) Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim
Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.

(2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran,
rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana
biaya.

(3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat,
mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

(4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan
pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

(5) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai
berikut:

a. tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh
PA/KPA;

b. tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan
oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah Ilain
pelaksana Swakelola;

c. tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan
oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh
pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; dan

d. tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh
pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana

Swakelola.
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BAB II
PERENCANAAN SWAKELOLA

Pasal 5
(1) Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola meliputi:

a. penetapan tipe Swakelola;
penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan

c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran
Biaya (RAB).

(2) Penetapan tipe Swakelola disesuaikan dengan Pelaksana

Swakelola.

(3) PA/KPA membuat Nota Kesepahaman dengan Pelaksana

Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pada Swakelola Tipe II, PA/KPA penanggung jawab
anggaran menandatangani Nota Kesepahaman
dengan pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain;

b. pada Swakelola Tipe III, PA/KPA penanggung jawab
anggaran dapat menandatangani Nota Kesepahaman
dengan pimpinan Ormas; dan

c. pada Swakelola Tipe IV, PA/KPA penanggung jawab
anggaran dapat menandatangani Nota Kesepahaman
dengan pimpinan Kelompok Masyarakat;

(4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak diperlukan pada Swakelola Tipe I.

(5) Penandatanganan Nota Kesepahaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan

Kontrak Swakelola.

Pasal 6
(1) Kecuali pada Swakelola Tipe I, PPK menyusun spesifikasi
teknis/KAK setelah penandatanganan Nota
Kesepahaman.
(2) PPK meminta Pelaksana Swakelola untuk mengajukan

RAB.
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(3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar pengajuan Anggaran untuk pengadaan
barang/jasa melalui Swakelola dalam penyusunan RKA-

KL dan RKA-PD.

BAB III
PERSIAPAN SWAKELOLA

Pasal 7

(1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola
meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola,
rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.

(2) Sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.

(3) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
4 ayat ().

(4) Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK
dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan
tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah.

(5) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok
Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

(6) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya
dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan
jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh
persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

(7) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/ output.

(8) PPK dan Tim Persiapan Swakelola Tipe II dan Tipe III
menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan Tim
Pelaksana  Swakelola dari Kementerian/Lembaga/

Perangkat Daerah lain atau Ormas.
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(99 PPK pada Swakelola Tipe IV menyusun rancangan
Kontrak Swakelola dengan Tim Persiapan Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola.

(10) Rancangan Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dan ayat (9) paling sedikit berisi:

a. para pihak;

b. barang/jasa yang akan dihasilkan;
c. nilai pekerjaan;

d. jangka waktu pelaksanaan; dan

e. hak dan kewajiban para pihak.

BAB IV
PELAKSANAAN SWAKELOLA

Pasal 8

(1) Pada Swakelola Tipe I PA/KPA dapat menggunakan
pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain
dan/atau tenaga ahli.

(2) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima
puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana.

(3) Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Penyedia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Pasal 9
(1) Pada Swakelola Tipe II PPK menandatangani Kontrak
Swakelola dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola setelah
Kesepakatan Kerja Sama.
(2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk

kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.
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Pasal 10

(1) Pada Swakelola Tipe III PPK menandatangani Kontrak
Swakelola dengan Pimpinan Ormas sesuai dengan Nota
Kesepahaman.

(2) Pimpinan Ormas dapat memberikan mandat kepada
pengurus Ormas untuk menandatangani Kontrak
Swakelola dan bertindak selaku penerima kuasa.

(3) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk

kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Pasal 11
(1) Pada Swakelola Tipe IV PPK menandatangani Kontrak
Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat sesuai
dengan Nota Kesepahaman.
(2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk

kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Pasal 12
Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak
dapat dihentikan atau dilanjutkan.

(2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak
dapat melakukan perubahan kontrak.

(3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak
disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun
Anggaran.

(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur

dalam kontrak.
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Pasal 14

(1) Dalam hal Tim Pelaksana gagal menyelesaikan pekerjaan
sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK
menilai bahwa Tim Pelaksana mampu menyelesaikan
pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Tim Pelaksana
untuk menyelesaikan pekerjaan.

(2) Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana untuk
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang
didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan.

(3) Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana, untuk
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 15

(1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan
Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara
berkala.

(2) Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan
Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan,
pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.

(3) Pengawasan  pelaksanaan  Swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan
administrasi, teknis, dan keuangan.

(4) Berdasarkan hasil pengawasan, Tim  Pengawas
melakukan evaluasi swakelola dan memberikan
rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan

korektif apabila diperlukan.

Pasal 16
(1) Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola dilakukan oleh
Tim Pelaksana kepada PPK sesuai dengan ketentuan

Kontrak Swakelola.
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(2) Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Tim

Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.

Pasal 17
(1) PPK menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada PA/KPA.
(2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan
Swakelola yang akan diserahterimakan.
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 18
Pedoman Penyelenggaraan Swakelola tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Lembaga ini.

Pasal 19
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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= 1D

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 761
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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN SWAKELOLA

PEDOMAN SWAKELOLA

1  PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Swakelola sebagaimana diatur Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu disusun Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang

pedoman pelaksanaan Swakelola.

Maksud disusunnya pedoman ini sebagai petunjuk dalam rangka
penyelenggaraan swakelola di Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah. Tujuan disusunnya pedoman ini untuk mewujudkan
penyelenggaraan Swakelola yang mudah dengan tata kelola yang

jelas.

Dalam pedoman ini memuat Perencanaan Swakelola, Persiapan
Swakelola, Pelaksanaan Swakelola, Pengawasan Swakelola, dan

Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk masing-masing tipe Swakelola.

1.2 Pengertian Swakelola
Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh
barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain,

Ormas, atau Kelompok Masyarakat.
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1.3

Swakelola dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan
tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha.
Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki
pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
bersangkutan, serta  dalam rangka  peningkatan peran

serta/pemberdayaan Ormas dan Kelompok Masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber
daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, pelaksanaannya
harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan
tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana

swakelola.

Dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas,
pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tujuan pendirian Ormas

(visi dan misi) dan kompetensi dari Ormas.

Dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Kelompok
Masyarakat, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan

dan kompetensi Kelompok Masyarakat.

Tujuan Swakelola

a. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh
pelaku usaha;

b. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh
pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi
yang sulit dijangkau,;

c. Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan
penggunaan sumber daya yang dimiliki
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;

d. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di
Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah;

e. Meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat;

f.  Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan

melalui Swakelola; dan/atau
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g. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang
mampu disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah yang bersangkutan.

1.4 Tipe Swakelola

Tipe Swakelola terdiri atas:

a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan
diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
penanggung jawab anggaran,;

b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab
anggaran dan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat @ Daerah lain pelaksana
Swakelola;

c. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab
anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola;
dan

d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab
anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat,
dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat

pelaksana Swakelola.

1.5 Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola

Contoh barang/jasa yang dapat diadakan melalui Swakelola tidak

terbatas pada:

a. Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau
sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan
rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput,
pemeliharaan rambu suar, Pengadaan Barang/Jasa di lokasi
terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni;

b. Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan
dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau

penyuluhan;
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c. Penyelenggaraan sayembara atau kontes;

d. Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan
budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade
seni/budaya, contoh: pembuatan film, tarian musik, olahraga;

e. Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan
kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan
sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;

f. Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum
dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha;

g. Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat,
atau masyarakat, contoh: produk kerajinan masyarakat, produk
Kelompok  Masyarakat, produk Kelompok  Masyarakat
penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat
atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan;

h. Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan
partisipasi masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan
partisipasi masyarakat tersebut berupa Pekerjaan Konstruksi
maka hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan
konstruksi sederhana. Konstruksi bangunan baru yang tidak
sederhana, dibangun oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya
diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penerima sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
contoh: pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung,
pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil,
pengelolaan sampah di pemukiman, atau pembangunan/
peremajaan kebun rakyat;atau

i. Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan
oleh Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah yang
bersangkutan, contoh: pembuatan soal ujian dan pembuatan

sistem keamanan informasi.

1.6 Penyelenggara Swakelola
Swakelola dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola yang terdiri
dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang memiliki

tugas meliputi:
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a. Tim Persiapan menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal
pelaksanaan, dan rencana biaya.

b. Tim Pelaksana melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan
melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
penyerapan anggaran.

c. Tim Pengawas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik

maupun administrasi Swakelola.

1.6.1 Penetapan

Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh:

a. Swakelola Tipe I
Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas
ditetapkan oleh PA/KPA;

b. Swakelola Tipe II
Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh
PA/KPA, dan Tim  Pelaksana ditetapkan oleh
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah pelaksana
Swakelola.
Tim Pelaksana pada Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah pelaksana Swakelola dapat ditetapkan oleh
Pejabat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

c. Swakelola Tipe III
Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh
PA/KPA, dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan
Ormas pelaksana Swakelola;

d. Swakelola Tipe IV
Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas
ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat

pelaksana Swakelola.

Tabel 1 Penetapan Penyelenggara Swakelola

Sw’:feelola Tim Persiapan | Tim Pengawas Tim Pelaksana
Tipe I Ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran
Tipe II Ditetapkan oleh PA/KPA Ditetapkan oleh

penanggung jawab anggaran K/L/PD
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Tipe
Tim Persiapan | Tim Pengawas Tim Pelaksana
Swakelola
Ditetapkan oleh
Ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab
Tipe III
penanggung jawab anggaran Organisasi
Masyarakat
Ditetapkan oleh penanggung jawab Kelompok
Tipe IV
Masyarakat

1.6.2 Persyaratan Penyelenggara Swakelola
a. Swakelola Tipe I

Penyelenggara Swakelola Tipe I memiliki sumber daya

yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan

Swakelola.

b. Swakelola Tipe II

Penyelenggara Swakelola Tipe II memiliki sumber daya

yang cukup dan kemampuan teknis untuk menyediakan

barang/jasa yang diswakelolakan.

Swakelola Tipe II dapat dilaksanakan oleh:

1) Kementerian/Lembaga/Perangkat = Daerah  yang
mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan
pekerjaan Swakelola yang akan dilaksanakan;

2) Badan Layanan Umum (BLU);atau

3) Perguruan Tinggi Negeri.

c. Swakelola Tipe III

Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe III yaitu:

1) Ormas yang berbadan hukum yayasan atau Ormas
berbadan hukum  perkumpulan yang telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari
Kementerian yang membidangi urusan hukum dan
hak asasi manusia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah
memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir
dipenuhi dengan penyerahan SPT Tahunan;

3) memiliki struktur organisasi/pengurus;
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4) memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART);

5) Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan
dengan Barang/Jasa yang diadakan, sesuai dengan
AD/ART dan/atau Pengesahan Ormas;

6) Mempunyai kemampuan manajerial dan
pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan
barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dalam
kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir baik di
dalam negeri dan/atau luar negeri sebagai
pelaksana secara sendiri dan/atau bekerjasama;

7) Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama
3 (tiga) tahun terakhir sesuai peraturan perundang-
undangan,;

8) Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat
yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau
sewa; dan

9) Dalam hal Ormas akan melakukan kemitraan, harus
mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan yang
memuat tanggung jawab masing-masing yang

mewakili kemitraan tersebut.

Swakelola Tipe IV

Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe IV yaitu:

1) Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwenang;

2) memiliki struktur organisasi/pengurus;

3) memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART);

4) memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan
jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan;
dan/atau

5) memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan
atau mengerjakan Dbarang/jasa sejenis yang

diswakelolakan.
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PERENCANAAN PENGADAAN

Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
a. penetapan tipe swakelola;

b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan

c. penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya (RAB).

2.1 Penetapan Tipe Swakelola
PA/KPA menetapkan tipe Swakelola berdasarkan jenis barang/jasa
dan disesuaikan dengan Pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA
memilih /menetapkan Pelaksana Swakelola berdasarkan ketersediaan

Pelaksana Swakelola.

2.2 Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
PA/KPA dibantu oleh PPK menyusun spesifikasi teknis/KAK

pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan melalui Swakelola.

Spesifikasi teknis/KAK memuat antara lain:

a. Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber
pendanaan, dan barang/jasa yang disediakan;

b. Spesifikasi barang/jasa;

c. Jangka waktu Swakelola;

d. Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja, narasumber,
bahan/material termasuk peralatan/suku cadang, Jasa
Lainnya, Jasa Konsultansi, dan/atau kebutuhan lainnya
(apabila diperlukan); dan/atau

e. Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi.

2.3 Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)
a. Swakelola Tipe I

PA/KPA menyusun perkiraan biaya berdasarkan biaya

masukan. Rencana anggaran biaya (RAB) terdiri dari:

1) gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala
tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;

2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang
(apabila diperlukan);

3) Dbiaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);
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4) biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau
5) Dbiaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.

Swakelola Tipe II

PA/KPA  menyampaikan permintaan kesediaan kepada
Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah untuk melaksanakan
Swakelola. Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
bersedia maka PA/KPA  bersama dengan  pimpinan
Kementerian/Lembaga/Perangkat = Daerah membuat Nota
Kesepahaman. Selanjutnya berdasarkan Nota Kesepahaman
tersebut Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana

Swakelola menyampaikan RAB.

Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan

RAB.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari:

1) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala
tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;

2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang
(apabila diperlukan);

3) Dbiaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau

4) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.

Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana
Swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan
sebagai PNBP maka penyusunan RAB berdasarkan tarif yang
telah ditetapkan dalam PNBP tersebut.

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe II terdapat

kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka:

a. Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana
Swakelola yang menerapkan tarif berdasarkan PNBP, maka
semua kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa sudah

dimasukan dalam Kontrak Swakelola; atau
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b. Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana
Swakelola yang belum/tidak menerapkan tarif berdasarkan
PNBP, maka kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:

1) dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau

2) dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak
mampu untuk melaksanakan pengadaan
bahan/material/jasa  lainnya  pendukung yang
dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka
pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung

dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.

Swakelola Tipe III

PA/KPA menyampaikan permintaan kesediaan kepada Ormas
untuk melaksanakan Swakelola. Dalam hal terdapat lebih dari 1
(satu) Ormas yang dinilai mampu untuk melaksanakan
pengadaan barang/jasa melalui Swakelola Tipe III, PA/KPA
dapat melakukan proses pemilihan melalui mekanisme

sayembara.

Dalam hal Ormas bersedia maka PA/KPA bersama dengan
pimpinan Ormas membuat Nota Kesepahaman. Selanjutnya
berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut Ormas menyampaikan

RAB.

Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan

RAB.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari:

1) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala
tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;

2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang
(apabila diperlukan);

3) Dbiaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau

4) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.

jdih.lkpp.go.id



-11 -

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe III terdapat

kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka

kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:

a. dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau

b. dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak
mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/
jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam
melaksanakan Swakelola, maka pengadaan
bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui

kontrak terpisah oleh PPK.

Swakelola Tipe IV

PA/KPA  menyampaikan  undangan kepada  Kelompok
Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola. Jika
Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan
pekerjaan swakelola, maka penanggung jawab Kelompok
Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai
pelaksana swakelola dan selanjutnya PA/KPA bersama dengan
penanggung jawab Kelompok Masyarakat membuat Nota

Kesepahaman.

Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola
merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat maka PA/KPA
menetapkan dan mengadakan Nota Kesepahaman dengan

Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana swakelola.

Berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut Kelompok Masyarakat

menyampaikan RAB.

Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan

RAB.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari:

1) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala
tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;

2) Dbiaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang

(apabila diperlukan);
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biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau
biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe IV terdapat

kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka

kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:

a.
b.

dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau

dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak
mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/
jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam
melaksanakan Swakelola, maka pengadaan
bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui

kontrak terpisah oleh PPK.

Hasil perencanaan Swakelola berupa spesifikasi teknis/KAK,

Rencana Anggaran Biaya, rencana jadwal pelaksanaan, dan

calon Pelaksana Swakelola digunakan sebagai dasar pengusulan

dan penyusunan RKA-KL dan RKA-PD.

3 SWAKELOLA TIPE I

3.1 Persiapan

PPK mengkoordinasikan persiapan Swakelola Tipe [ setelah

penetapan DIPA/DPA. Kegiatan persiapan Swakelola Tipe I

sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut ini:

Tabel Persiapan Swakelola Tipe I

Para Pihak
No. Kegiatan
Penyusun Penetapan

1. | Penetapan sasaran Tim Persiapan PA/KPA

Penetapan Penyelenggara
2. P Y 88 PPK PA /KPA

Swakelola
3. | Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
4. | Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK
S. | Reviu spesifikasi teknis/KAK | Tim Persiapan PPK
6. | Reviu RAB Tim Persiapan PPK
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PA/KPA menetapkan sasaran output (keluaran) Swakelola Tipe I

sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja/anggaran.

PA/KPA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim
Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan

dari PPK.

Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran. Tim Persiapan dapat

merangkap sebagai Tim Pelaksana.

Tim Pelaksana terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah  penanggung jawab  anggaran dan/atau  pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain. Untuk kegiatan
tertentu yang membutuhkan banyak tenaga dilapangan seperti
kegiatan pengumpulan data oleh enumerator, maka Tim Pelaksana

dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan.

Tim Pengawas terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran. Penyelenggara Swakelola dapat
dibantu oleh tenaga ahli/teknis/narasumber. Tenaga ahli dalam
pelaksanaan Swakelola Tipe I tidak boleh melebihi 50% (lima puluh

persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

Tim Persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan

RAB. Kegiatan tersebut meliputi:

a. melakukan reviu atas  spesifikasi teknis/KAK yaitu
menyesuaikan spesifikasi teknis/KAK hasil Perencanaan
Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA;

b. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan
kegiatan;

c. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown
structure) yang akan dilaksanakan;

d. merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output
dengan ketentuan:

1) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya

pelaksanaan swakelola; dan/atau
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2) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan
kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan
barang/jasa yang diperlukan.

e. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

1) gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala
tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;

2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang
(apabila diperlukan);

3) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);

4) biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau

5) Dbiaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,
komunikasi, laporan

f.  menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya
bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu
Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;

g~ menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya
bulanan;

h. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan
bahan/material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui
penyedia; dan/atau

i. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan
kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan

spesifikasi teknis/KAK.

Dalam hal terdapat Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dalam
Swakelola Tipe I, maka dilaksanakan sesuai ketentuan dalam

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelaksanaan

Tim Pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan
tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan
hasil persiapan. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang

telah ditetapkan oleh PPK;
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pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil

atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan

material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau
tenaga  pendukung), sarana  prasarana/peralatan dan
material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja

sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;

menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:

1) Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana
pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian
tugas, serta jadwal pelaksanaan;

2) Laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil
survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan
data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;

3) Laporan draf akhir (draft final report) yang memuat draf
hasil kegiatan;

4)  Laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan,;

5) Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi
fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan
rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi
kegiatan Swakelola; dan/atau

6) Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi,
pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya
disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.

PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,

yang meliputi:

1) Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil
atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja
atau dengan cara upah borong;

2) Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/narasumber
(apabila diperlukan);

3) Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau

4) Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.

jdih.lkpp.go.id



- 16 -

g. Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola

1) Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan
laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita
Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan
pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh
Tim Pengawas; dan

3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa
yang berbentuk aset) kepada PA/KPA.

4) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan

diserahterimakan.

3.3 Pengawasan
Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis,
dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil
pekerjaan yang meliputi:
a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk
mengetahui realisasi fisik meliputi:

1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;

2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga
terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi,
sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;

3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi
Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan,
Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada
PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil

tindakan korektif.

4  SWAKELOLA TIPE II
4.1 Persiapan
PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola Tipe II setelah
penetapan DIPA/DPA. Kegiatan persiapan Swakelola Tipe II

sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut ini:
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Tabel Persiapan Swakelola Tipe II

Para Pihak
No Kegiatan
Penyusun Penetapan
1. | Penetapan sasaran Tim Persiapan PA /KPA
2. | Kesepakatan Kerja Sama PA/KPA penanggung jawab
PA/KPA dengan K/L/PD anggaran dan Pimpinan K/L/PD
lain Pelaksana Swakelola lain Pelaksana Swakelola
3. | Penyelenggara swakelola:
- Tim Persiapan dan Tim PPK PA/KPA
Pengawas penanggung penanggung
jawab anggaran | jawab anggaran
- Tim Pelaksana K/L/PD lain K/L/PD lain
Pelaksana Pelaksana
Swakelola Swakelola
4. | Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK
6. | Reviu Spesifikasi
teknis/KAK Tim Persiapan PPK
Reviu RAB Tim Persiapan PPK
8. | Finalisasi dan
Penandatanganan Kontrak PPK dan Tim Pelaksana
Swakelola

PA/KPA menetapkan sasaran output (keluaran) Swakelola Tipe II

sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja/anggaran.

PA/KPA menetapkan Penyelanggara Swakelola yang terdiri dari Tim

Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari PPK.

PA/KPA penanggung jawab anggaran melakukan Kesepakatan Kerja

Sama dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

lain pelaksana swakelola untuk melaksanakan Swakelola Tipe II dan

sebagai dasar Kontrak Swakelola antara PPK dan Tim Pelaksana.

Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai

Tim Pengawas.
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Tim Pelaksana terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain pelaksana swakelola. Untuk kegiatan tertentu yang
membutuhkan banyak tenaga dilapangan seperti kegiatan
pengumpulan data oleh enumerator, selain pegawai
Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana swakelola, maka
Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan.
Tenaga pendukung lapangan termasuk dalam bagian Kontrak

Swakelola.

Tim Pengawas terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah penanggung jawab anggaran.

Tim Persiapan Swakelola Tipe II menyusun rencana kegiatan, jadwal

pelaksanaan dan RAB. Kegiatan tersebut meliputi:

a. melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK
perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam
DIPA/DPA,;

b. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan
kegiatan,;

c. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown
structure) yang akan dilaksanakan;

d. merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output
dengan ketentuan:

1) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya
pelaksanaan swakelola; dan/atau

2) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan
kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan
barang/jasa yang diperlukan.

e. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

1) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala
tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;

2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang
(apabila diperlukan);

3) Dbiaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau

4) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan
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f.  menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya
bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui
Pagu  Anggaran yang telah  ditetapkan dalam dokumen
anggaran;

g~ menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya
bulanan;

h. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan
dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau

i. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan
kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan

spesifikasi teknis/KAK.

Tim Persiapan dan Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak

Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan
dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK dibantu
oleh tim persiapan melakukan negosiasi teknis dan harga
dengan Tim Pelaksana Swakelola. Hasil negosiasi dituangkan
dalam Dberita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar
penyusunan Kontrak Swakelola;

b. PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Tim Pelaksana
Swakelola. Kontrak Swakelola paling kurang berisi:

1) para pihak;

2) Barang/Jasa yang akan dihasilkan;

3) nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh
kebutuhan Barang/Jasa pendukung Swakelola;

4) jangka waktu pelaksanaan; dan

5) hak dan kewajiban para pihak.

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe II termasuk Pengadaan

Barang/Jasa melalui Penyedia maka:

a. Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana
Swakelola maka pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim
Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika

Pengadaan Barang/Jasa; atau
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b. Untuk Badan Layanan Umum Pelaksana Swakelola, maka
proses pengadaan barang/jasa menggunakan ketentuan Badan

Layanan Umum.

4.2 Pelaksanaan

Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan

tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output berdasarkan

Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan swakelola

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK
yang telah ditetapkan oleh PPK;

b. pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan
material/bahan  sesuai dengan  rencana  kegiatan/sub
kegiatan/output;

c. penggunaan tenaga Kkerja, sarana prasarana/peralatan dan
material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja,
sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;

e. menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:
1) Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana

pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian
tugas, serta jadwal pelaksanaan;

2) Laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil
survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan
data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;

3) Laporan draf akhir (draft final report) yang memuat draf
hasil kegiatan;

4) Laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan;

5) Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi
fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan
rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi
kegiatan Swakelola; dan/atau

6) Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi,
pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya
disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.

f.  Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola

pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama
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kepada pihak lain.

g. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai
dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan.

h. Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola
1) Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan

laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita
Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan
pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh
Tim Pengawas; dan

3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa
yang berbentuk aset) kepada PA/KPA.

4) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan

diserahterimakan.

4.3 Pengawasan
Tim Pengawas swakelola Tipe II melaksanakan tugas pengawasan
administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan
dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk
mengetahui realisasi fisik meliputi:
1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan.
3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada)
c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi
Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan,
tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada
PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil

tindakan korektif.
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5 SWAKELOLA TIPE III

5.1 Persiapan

PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola Tipe III setelah

penetapan DIPA/DPA. Kegiatan persiapan Swakelola Tipe III

sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel Persiapan Swakelola Tipe III

Para Pihak
No Kegiatan
Penyusun Penetapan
1. | Penetapan sasaran Tim Persiapan PA /KPA
2. | Penyelenggara swakelola:
- Tim Persiapan dan Tim PPK PA /KPA
Pengawas penanggung penanggung
jawab anggaran | jawab anggaran
- Tim Pelaksana Ormas Pimpinan Ormas
Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK
Reviu Spesifikasi
teknis/KAK Tim Persiapan PPK
6. | Reviu RAB Tim Persiapan PPK
Finalisasi dan
7. | Penandatanganan Kontrak PPK dan Pimpinan Ormas
Swakelola

PA/KPA menetapkan sasaran output (keluaran) Swakelola Tipe III

sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja/anggaran.

PA/KPA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim

Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari PPK.

Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai

Tim Pengawas.
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Tim Pelaksana terdiri dari anggota Ormas pelaksana Swakelola.
Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga
dilapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh enumerator,
selain anggota Ormas pelaksana swakelola, maka Tim Pelaksana
dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan. Tenaga pendukung
lapangan termasuk dalam bagian Kontrak Swakelola.

Tim Pengawas terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah penanggung jawab anggaran.

Tim Persiapan swakelola Tipe III menyusun rencana kegiatan, jadwal

pelaksanaan dan RAB. Kegiatan tersebut meliputi:

a. melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK
perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam
DIPA/DPA,;

b. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan
kegiatan;

c. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown
structure) yang akan dilaksanakan;

d. merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output
dengan ketentuan:

1) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya
pelaksanaan swakelola; dan/atau

2) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan
kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan
barang/jasa yang diperlukan.

e. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

1) honor Penyelenggara Swakelola dan honor narasumber;

2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang
(apabila diperlukan);

3) Dbiaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau

4) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,
komunikasi, laporan.

f.  menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya
bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui
Pagu  Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen

anggaran;
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g. menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya
bulanan;

h. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan
dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau

i. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan
kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan

spesifikasi teknis/KAK.

Tim Persiapan dan Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak

Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan
dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK dibantu
oleh Tim Persiapan melakukan negosiasi teknis dan harga
dengan Tim Pelaksana Swakelola. Hasil negosiasi dituangkan
dalam Dberita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar
penyusunan Kontrak Swakelola;

b. PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan
Ormas. Kontrak Swakelola paling kurang berisi:

1) para pihak;

2) Barang/Jasa yang akan dihasilkan;

3) nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh
kebutuhan Barang/Jasa pendukung Swakelola;

4) jangka waktu pelaksanaan; dan

5) hak dan kewajiban para pihak.

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe III termasuk
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh
Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika

Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan

Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan
tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang
telah disepakati. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:
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pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah

ditetapkan oleh PPK;

pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga kerja

atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan

material/bahan sesuai dengan Kontrak Swakelola;

penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga kerja atau

tenaga  pendukung), sarana  prasarana/peralatan dan

material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga Kkerja,

sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;

menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:

1) Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana
pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian
tugas, serta jadwal pelaksanaan;

2) Laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil
survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan
data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;

3) Laporan draf akhir (draft final report) yang memuat draf
hasil kegiatan;

4)  Laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan;

5) Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi
fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan
rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi
kegiatan Swakelola; dan/atau

6) Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi,
pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya
disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.

Ormas Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan

utama kepada pihak lain.

PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai

dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan.

Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola

1) Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan
pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara

Serah Terima Hasil Pekerjaan;
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2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan
pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh
Tim Pengawas; dan

3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa
yang berbentuk aset) kepada PA/KPA.

4) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk  melakukan
pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan

diserahterimakan.

5.3 Pengawasan
Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis,
dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil
pekerjaan yang meliputi:
a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk
mengetahui realisasi fisik meliputi:

1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;

2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga
terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi,
sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.

3) pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi
Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan,
tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada
PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil

tindakan korektif.

6 SWAKELOLA TIPE IV
6.1 Persiapan
PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola Tipe IV setelah
penetapan DIPA/DPA. Kegiatan persiapan Swakelola Tipe IV

sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:
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Tabel Persiapan Swakelola Tipe IV

Para Pihak
No Kegiatan
Penyusun Penetapan
1. | Penetapan sasaran PPK PA /KPA
Penyelenggara swakelola:
Pimpinan
Tim Persiapan, Tim Kelompok
2. Kelompok
Pelaksana dan Tim Masyarakat
Masyarakat
Pengawas
Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
4. | Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK
Reviu Spesifikasi
S. Tim Persiapan PPK
teknis/KAK
6. | Reviu RAB Tim Persiapan PPK
Finalisasi dan
PPK dan Pimpinan Kelompok
7. | Penandatanganan Kontrak
Masyarakat Pelaksana Swakelola
Swakelola

PA/KPA menetapkan sasaran output (keluaran) Swakelola Tipe IV

sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja/anggaran.

Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara
Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim
Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola Tipe IV terdiri dari

pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

PPK dapat menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab
anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan

pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola.

Tim Persiapan Swakelola Tipe IV menyusun rencana kegiatan, jadwal

pelaksanaan dan RAB. Kegiatan tersebut meliputi:

a. melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK
perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam
DIPA/DPA,;

b. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan

kegiatan;
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c. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown
structure) yang akan dilaksanakan;
d. merinci jadwal pelaksanaan dengan ketentuan:

1) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya
pelaksanaan swakelola; dan/atau

2) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan
kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan
barang/jasa yang diperlukan.

e. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

1) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala
tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;

2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang
(apabila diperlukan); dan/atau

3) Dbiaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,
komunikasi, laporan

f.  menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya
bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui

Pagu  Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen

anggaran;

g. ~menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya
bulanan; dan/atau

h. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan
dengan pengadaan melalui penyedia.

i. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan

Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan

kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan

spesifikasi teknis/KAK.

PPK menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan
dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK
melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana
Swakelola. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil

negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola;

jdih.lkpp.go.id



6.2

-29 -

b. PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan
Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola. Kontrak Swakelola
paling kurang berisi:

1) para pihak;

2) Barang/Jasa yang akan dihasilkan;

3) nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh
kebutuhan Barang/Jasa pendukung Swakelola;

4) jangka waktu pelaksanaan; dan

5) hak dan kewajiban para pihak.

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe IV termasuk

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh

Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika

Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan

Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan

tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang

telah disepakati. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah
ditetapkan oleh PPK;

b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan
dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan;

c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan
material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja
(tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan;

e. menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:
1) Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana

pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian
tugas, serta jadwal pelaksanaan;

2) Laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil
survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan
data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;

3) Laporan draf akhir (draft final report) yang memuat draf

hasil kegiatan;
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4)  Laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan;

5) Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi
fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan
rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi
kegiatan Swakelola; dan/atau

6) Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi,
pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya
disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.

f.  Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola dilarang
mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

g. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai
dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan.

h. Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola
1) Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim pelaksana

menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan
pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan;

2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan
pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh
Tim Pengawas; dan

3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa
yang berbentuk aset) kepada PA/KPA.

4) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan
diserahterimakan.

5) Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola
akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka
proses serah terima sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

6.3 Pengawasan
Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis,
dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil

pekerjaan yang meliputi:
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a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk
mengetahui realisasi fisik meliputi:
1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
3) pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi
Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan,
tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada
pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPK, tim persiapan atau tim

pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

PENUTUP

Swakelola merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam
pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyelengaraannya sebagai wujud
mengoptimalkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan
juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, sehingga pedoman
swakelola ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa
pemerintah.

Diharapkan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Melalui Swakelola ini dapat menjadi pedoman bagi K/L/PD, Ormas, dan
Kelompok Masyarakat untuk menyelengarakan Swakelola.

Demikian petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya.
KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO
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LAMPIRAN II

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN
PEMERINTAH
NOMOR 8

TENTANG

BARANG/JASA

TAHUN 2018

PEDOMAN SWAKELOLA

PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

TIPE | TIPE 1l

Penawaran Swakelola
kepada K/L/PD Lainnya

Tidak

Setuju?

Berhenti

Ya

Penetapan K/L/PD
Pelaksana Swakelola

Nota Kesepahaman

Proposal dan RAB

RENSTRA K/L/PD

RENJA K/L/PD

PROGRAM KEGIATAN

Identifikasi Kebutuhan
Barang/Jasa

Memenuhi Tujuan

Swakelola? Tidak
Ya
Perencanaan Pengadaan
Melalui Swakelola

TIPE 1l

Ormas yang

memenuhi

=1?

Ya Tidak
Penawaran Pemilihan
Swakelola Ormas

kepada Ormas (Sayembara)

Penetapan Hasil

" o
Tidak Setuju? Pemilihan

Ya

Penetapan Ormas
Pelaksana Swakelola

Nota Kesepahaman

Proposal dan RAB

Penetapan Pokmas
Pengusul sebagai
Pelaksana Swakelola

Perencanaan Pengadaan
Melalui Penyedia

TIPE IV

Usulan dari
Pokmas?
Tidak

Penawaran Pokmas
Pengusul sebagai
Pelaksana Swakelola

Setuju? Tidak Berhenti

Ya

Penetapan Pokmas

Pelaksana Swakelola

Nota Kesepahaman

Proposal dan RAB

Penyusunan Spesifikasi Teknis /Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Anggaran (Bahan Penyusunan RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah)

DIPA K/L/PD

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO
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LAMPIRAN III
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN SWAKELOLA

BENTUK NOTA KESEPAHAMAN SWAKELOLA

A. BENTUK NOTA KESEPAHAMAN SWAKELOLA TIPE II

Menteri/Kepala Lembaga/ Pimpinan Perangkat Daerah (Selaku penanggung

Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah lain (Selaku Pelaksana Swakelola)

Pada hariini __, tanggal  bertempat di __, yang bertanda-tangan di bawah

ini:

1.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2.

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

ANTARA

jawab anggaran)

dan

Nama

Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan
Perangkat Daerah

SK Jabatan No/tanggal (selaku PA/KPA)
NIP/NIK

Alamat Kantor

Nama

Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan
Perangkat Daerah

SK Jabatan No/tanggal

NIP/NIK
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Alamat Kantor
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini

menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun
anggaran ......... merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.

. PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi
dalam ........... dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan
barang/jasa melalui swakelola.

. PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan
PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.

. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama

pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja K/L/PD.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK
selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk
mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha
kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi,

keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka

PASAL 2
Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah

sebagai berikut :

PASAL 3
Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK
menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak
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pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe I
Kementerian/Lembaga/Dinas lain dari pihak kedua, yang memuat hak dan
kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung
jawab anggaran dan Ketua Tim  Pelaksana Swakelola Tipe 1I

Kementerian /Lembaga/Dinas lain dari pihak kedua.

PASAL 4
Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung

masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ...... (conenen )
bulan/tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani
dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh
PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat
(1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan
ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya

Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.
Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan
rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan

bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
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B. BENTUK NOTA KESEPAHAMAN SWAKELOLA TIPE III

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

ANTARA

Menteri/Kepala Lembaga/ Pimpinan Perangkat Daerah (Selaku penanggung
jawab anggaran)
dan

Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Selaku Pelaksana Swakelola)

Pada hari ini ___, tanggal _  bertempat di ___, yang bertanda-tangan di
bawah ini :
1. Nama
Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan
Perangkat Daerah
SK Jabatan No/tanggal (selaku PA/KPA)
NIP/NIK
Alamat Kantor

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama
Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
SK (Penetapan Ormas) No/tanggal
NIK
Alamat Kantor

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini

menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun
anggaran ......... merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak
kedua.
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. PIHAK KEDUA adalah Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki
kompetensi dalam ........... dan sanggup untuk menerima,
melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.

. PIHAK PERTAMA  berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA
menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe III.

. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama

pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe III sesuai Rencana Kerja K/L/PD.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK
selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk
mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha
kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi,

keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka __

PASAL 2
Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini

adalah sebagai berikut :

PASAL 3
Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK
menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak
pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe III Organisasi
Kemasyarakatan dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban,
kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab
anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe III Organisasi

Kemasyarakatan dari pihak kedua.
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PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan nota kesepahaman ini akan ditanggung

masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ...... (conenen )
bulan/tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini
ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu
yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota
kesepahaman ini berakhir.

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat
(1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan
ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan
sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal

dan/atau berakhir.
Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan

rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan

bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
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BENTUK NOTA KESEPAHAMAN SWAKELOLA TIPE IV

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

ANTARA

Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Perangkat Daerah (Selaku penanggung
jawab anggaran)
dan

Penanggung jawab Kelompok Masyarakat (Selaku Pelaksana Swakelola)

Pada hari ini ___, tanggal___ bertempat di ___, yang bertanda-tangan di bawah
ini :
1. Nama
Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan
Perangkat Daerah
SK Jabatan No/tanggal (selaku PA/KPA)
NIP/NIK
Alamat Kantor

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama
Pimpinan Kelompok Masyarakat
SK (Penetapan Pokmas) No/tanggal
NIK
Alamat Kantor

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini

menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun
anggaran ......... merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.

. PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi
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dalam ........... dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan
barang/jasa melalui swakelola.

. PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan
PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe IV.

. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama

pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja K/L/PD.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK
selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk
mengadakan Nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha
kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi,

keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka ___

PASAL 2
Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah

sebagai berikut :

PASAL 3
Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK
menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang
dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran
dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok
Masyarakat dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan,
tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua

Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat dari pihak kedua.

PASAL 4
Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung

masing-masing oleh PARA PIHAK.
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PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ...... (corenen )
bulan/tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani
dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh
PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat
(1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan
ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya

Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.
Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan
rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan

bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

..........................................................

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO
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LAMPIRAN IV

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN SWAKELOLA

BENTUK KONTRAK SWAKELOLA

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola

Pengadaan (nama Barang/Jasa)

Nomor:

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut

“Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di pada hari
tanggal __ bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi
dengan huruf] antara [nama Pejabat Pembuat Komitmen/, selaku

Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama
[nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen/, yang berkedudukan di
[alamat Pejabat Pembuat Komitmen/, berdasarkan Surat Keputusan

[pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No

[No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen],

selanjutnya disebut “PPK” dan

1. untuk Swakelola Tipe II, maka:

[nama ketua tim pelaksanal, _ yang berkedudukan di

[alamat], berdasarkan kartu identitas No. [NIK], berdasarkan Surat
Keputusan [pejabat yang menandatangani SK penetapan
sebagai ketua tim pelaksana] No [No. SK penetapan],

selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”
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2. untuk Swakelola Tipe III, maka:

[nama Pimpinan Ormas atau yang diberi kuasal, _ yang
berkedudukan di [alamat|, berdasarkan kartu identitas No.
[NIK], berdasarkan Surat Keputusan [Pimpinan

Organisasi Kemasyarakatan yang menandatangani SK penetapan sebagai

ketua tim pelaksana/ No [No. SK penetapan], selanjutnya

disebut "Pelaksana Swakelola”
3. untuk Swakelola Tipe IV, maka:

[nama Pimpinan Kelompok Masyarakat|, _ yang berkedudukan di

[alamat|, berdasarkan kartu identitas No. [NIK],
berdasarkan Surat Keputusan [penetapan sebagai Pimpinan
Kelompok Masyarakat| No [No. SK penetapan/, selanjutnya

disebut ”Pelaksana Swakelola”

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang
sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang
terlampir dalam Kontrak ini;

(b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki
keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah
menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh

advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta

semua fakta dan kondisi yang terkait.
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MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini
bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah

adalah sebesar Rp ( rupiah)”;

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan
makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat
Perjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. pokok perjanjian;

c. proposal (apabila ada); atau

d. dokumen lain yang terkait.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan
jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka
3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan
dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Pelaksana Swakelola;

2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana

Swakelola;

jdih.lkpp.go.id



_ 45 -

b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dari PPK wuntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak;

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;

4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;

5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan
dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat
kegiatan Pelaksana Swakelola.

“Pembayaran dilakukan berdasarkan

(termin/bulanan/sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan),

sebesar Rp dengan cara (transfer/tunai)”;

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.
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DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk

menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan

Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik

Indonesia.

Untuk dan atas nama

PPK

[tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk Pelaksana Swakelola

maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]

[jabatan]

Untuk dan atas nama Pelaksana

Swakelola

[tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk satuan kerja PPK maka

rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]

[jabatan]

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO
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